KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR : 141/21/KPTS/WN-ADS/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN NAGARI SIAGA NAGARI AUR DURI

Menimbang

Mengingat

SURANTIH
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu
menetapkan  keputusan Wali Nagari Tentang
Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih

Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah—-daerah Tingkat II dalam
wilayah Daerah-daerah Tingakt I Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495).

Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang —undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
— Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,



10.

11.

12,

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang — undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan system Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran
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tentang Kelurahan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4593);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam  Negeri dan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan
Nomor 1138 /Menkes/PB/VIII/2005 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan
Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman
Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga
aktif:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741 /Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di
Kabupaten dan Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Kader Nagari siaga Aur duri Surantih
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan
ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Wali Nagari ini.

Kader Nagari Siaga Aur duri Surantih Kecamatan



KEDUA

KETIGA

1. Menyusun rencana pengembangan Nagari
siaga aktif bersama Forum Nagari siaga di
Nagari,

2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan
dan memelihara upaya pengembangan Nagari
siaga aktif secara partisipatif,

3. Menggerakkan dan mengembangkan
partisipasi, gotong royong dan swadaya
masyarakat untuk pengembangan Nagari siaga

aktif.
4. Melaksanakan promosi kesehatan  kepada
masyarakat dan membantu masyarakat

memecahkan masalah — masalah kesehatan
yang dihadapi,
Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber
lain yang sah dan tidak mengikat,

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal
ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dari
keputusan ini akan ditinjau ulang kembali.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal :4 Januari 2019

s W

WALI NAGARL AUR DURI SURANTIH




LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR :141/21/KPTS/WN-ADS /2019
TANGGAL : 4 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN KADER NAGARI SIAGA AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN
STRUKTUR SEBAGAI BERIKUT :
PENANGGUNG
JAWAB
(Wali Nagari)
PENASEHAT
(Bamus)
KETUA
(PORI YENDRA)
SEKRETARIS BENDAHARA
ILDASURYANI NELZAWATI
Fasiiitar Fasilitator Ling Fisik Fasilitator UKBM
Pelayanan
Seksi Seksi Seksi
1. Seksi Siaga Bencana 1. Kader Lingkungan (STBM) 1. Kader Nagari Siaga

(PARIAL)

2. Seksi Ambulan/Transportasi
( WEBRY HARYONO )

3. Seksi Donor (PMI)
( CICI FEBRINA )

4, Seksi Sosial
( JUSMAN )

(Rosa)
2. Kader Survelen

( Yusmidarmi)
3. Kader PSN

( Yuhalmiati)
4. Kader TB Paru
(Yenti Susanti)
5. Kader DBD

( Winda Permata Sari)

( Ari)
2. Kader Toga
(Immardiani )
3. Kader Poskesren
( Yurmalinda)
4. Kader PHBS
(Matyulidarmi)
5. Kader Kaderti
( Suci Restika )
6. Kader Jiwa
( Susmayenti )
7. Kader Dasa Wisma

"t . (Desmawati, Yulihartati)
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